BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.1561, 2013 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI.
Retensi. Arsip. Keuangan. Jadwal.

PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2013
TENTANG
JADWAL RETENSI ARSIP KEUANGAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :a. bahwa untuk mendayagunakan arsip keuangan secara
efisien dan efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas umum
pemerintahan dan pembangunan serta tercapainya
ketertiban pelaksanaan penyusutan arsip dalam rangka
penyelamatan arsip keuangan sebagai bahan bukti
akuntabilitas kinerja aparatur dan pertanggungjawaban
nasional, perlu diatur Jadwal Retensi Arsip Keuangan di
lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan
perkembangan dan kebutuhan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
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Mengingat

Menetapkan

Birokrasi, tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan di
Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi;

:1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5071);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang
Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1979 Nomor 51);

5. Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004 tentang
Pengelolaan Arsip Statis (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 143);

6. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2013 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1069);

MEMUTUSKAN :

:PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR

NEGARA DAN REFORMASI BIROKRAKSI TENTANG
JADWAL RETENSI ARSIP KEUANGAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI.

Pasal 1

Jadwal Retensi Arsip Keuangan adalah Jadwal Retensi Arsip Keuangan di
lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi.
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Pasal 2

Bentuk dan susunan Jadwal Retensi Arsip Keuangan di lingkungan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
sebagaimana dimaksud, meliputi: kolom nomor, jenis arsip, jangka waktu
simpan dan keterangan yang berisi pernyataan musnah, permanen atau
dinilai kembali.

Pasal 3

(1) Jangka waktu simpan arsip aktif dihitung sejak arsip diciptakan dan
diregistrasi hingga pokok masalah pada naskah selesai diproses.

(2) Setiap arsip keuangan ditentukan retensinya atas dasar nilai guna yang
dituangkan dalam Jadwal Retensi Arsip Keuangan di lingkungan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 4

Jadwal Retensi Arsip Keuangan di lingkungan Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dipakai sebagai pedoman penyusutan arsip-arsip
keuangan di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 5

Jadwal Retensi Arsip Keuangan di lingkungan Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi khususnya
penyerahan arsip statis keuangan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari penyerahan arsip statis instansi.

Pasal 6

Jadwal Retensi Arsip Keuangan yang telah ada pada Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi masih berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Jadwal Retensi Arsip Keuangan di lingkungan Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2013

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

AZWAR ABUBAKAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
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